ince ‘many; countries’ have expenenced changes'm regzme af the end of z‘he ZOrh cemmy demacmcy has i

::_'--become polmcal trend. C’ompared with other countries in Europe, Latin Amemca and Asia, Indonesia, becomes.
-oneaf rhe late.st counmes that un fke gﬁbrt of democranzarzon After 32 years of authorztarzan regime, Indonesza

. Indonesm? This amcle azms to revzew a book eni’zﬂed “Democratzzanon m P_osr—Suharto Indonesza i z‘hat‘ wxll P

-answer fhe questmn

_ Pendahuiuan

. Berakhunya perang dmgm antara negara—negara
adi daya ~—Amerika Serikat dan Uni Soviet
- (sebelum mengalam1 dlsmtegrasx}—— berdampak
- positifbagi maralmya gagasan proses demokrati-
‘sasi-di ’oerbagm negara. Dunia menjad1 begitu
peka terhadap masalah-masalah demokratisasi
di suatu'negara.! Demokrasipun menjadi proses
yang berlangsung di banyak belahan dunia, di-
awali ‘oleh Eropa Barat di akhir abad ke-20.2
Kemudian secara berturut-turut diikuti oleh
demokrasi yang berkembang di Fropa Selatan
di tahun 1974, Amerika Selatan di akhir tahun

70-an dan awal 80-an, Eropa Timur di akhir 80-

an, hingga akhirnya menyentuh Asia Timur dan
Tenggara di tengah tahun 80-an. Meski banyak
negara Asia Tenggara lain sudah terlebih dahuln
memulai proses demokratisasi, Indonesia hingga
akhir 90-an tetap berada dalam kekuasaan negara
otoritarian.’ Barulah di tahun 1998, perubahan

! Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: PT Grame-
dia Pustaka Utama, 2001), him. 295,

I Ninok Leksono (Ed.)., Indonesia Abad XXT, (Jakarta: PT
Kompas Media Nusantara, 2000), him. 105-106.

*Lihat halaman 3 buku ini.

rezxm Indonesy.a d:mulal yakm dltandm dengan
'—_runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Ke-
:terlambatan Indonesm memasuki “gelombang

: __Bunte Ufen dan penuhs Iamnya mengangkat_
"pengalaman demokram Indonesia dalam’ buku

“Democratlzatxon in Post—Suharto Indonesm

Rangkamn 13 artikel dalam buku ini
bertujuan untuk menggambarkan suatu proses
demokratisasi vang kontradiktif dengan berfokus
pada perubahan rezim yang terjadi di Indonesia,
mulai.dari rezim vang otoritarian hingga
demokrasi. Marco Bunte dan Andreas Ufen,

. selain menjadi editor di dalam buku ini, menp-. 0 .

fiskan juga secara komprehensif perkembangan
teori-teori demokrasi. Keduanya membedakan
beberapa definisi kunci demokrasi, khususnya
mengenai demolkrasi prosedural, demokrasi
liberal, dan ruang abu-abu di antara kedua proses
demokrasi tersebui.

Penjelasan teori tersebut menjadi dasar untuk
menganalisis secara empiris situasi demokrasi
Indonesia di era Pemerintahan BJ Habibie,
Gus Dur, Megawati hingga Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Tentunya tidak mudah untuk
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; 'meng ambalkan pxoses demoklatism Indonesxa

i yang mm;t dan mehbatkan banyak aspek Oleh

- karena ity buku in hanya ber; fokus kepada empat -

. aspek, mehputi lembaga pemerintahan pusat, =
'-partai pohttk (parpol) dan 51stem parpol aktor

= oposxs1 serta masyarakat Slpll
. Teiah banyak buku yan(T dlpubhkamkan

_____-_"'-:dengan meﬁganckat isu demokratlsam di
; -"'-'.'Indonesza ‘namun apakah' “Democraﬂzatmn in
~‘Post-Suharto Indonesia” mampu memberikan -

-perspeknf yang berbeda atas isu tersebut? Apakah

~ ‘buku ini berhasil “mengawinkan® penjelasan

“teori demokrasi dengan pengalaman empiris
di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut

tentunya penting menjadi dasar dalam mengulas

bulini.

:Memniﬂrkan Kembah “'I‘e@rz”
| Demokrasn ' :

Dalam dua dasawarsa terakhlr pada sejumiah
studi terbaca adanya kecendernngan untuk mem-
bagi pandangan tentang hakikat demokrasi atas
dua kubu, vaitu antara mereka yang menekankan
prosedur, legalitas serta kelembagaan dan mereka
yang menekankan ideal (tujuan), kebermaknaan
serta substanm # Bunte dan Ufen menyadan ada-
nya pengelompokan dua kubu demokrasi tersebut,
oleh karenanya mereka tidak ingin terjebak hanya
kepada ‘salah satu kubu sa_m Bunte dan Ufen
kemudian menjeiaskan demokrasi prosedural
yang hanya membatasi diri pada pelaksanaan
pemilihan umum (pemilu), serta demokrasi
substansial yang menekankan pada tiga dimensi,
yakni pemilu, konsep persamaan, dan kontrol
horizontal. Bunie dan Ufen menjelaskan bahwa
demokrasi prosedural yang dikembangkan oleh
Schumpeter memiliki keterbatasan. Keduanya
mengutip Schmitter dan Karl, bahwa terkonsen-
trasinya definisi demokrasi secara konseptual
pada proses pemilu ini tentunya mengabaikan
banyak kebuiuhan dan kepentingan rakyat karena

*Pemilzhan kedua lubu ini antare lain bisa dibaca dalam tulisan
Michael Walzer, “Philosophy and Democracy”, dalam Joln
8. Nelson (Ed.), Whar Should Political Theory Be now, (New
York: State University of New York Press, 1983); Philip Green,
“Democracy as a Contested Idea”, dalam Philip Green (Ed.),
Demacracy: Key Concepr in Critical Theory, (New lerscy:
Humanities Press, 1993); dan Shapiro, “The State of Demo-
eratic Theory” sebagaimana dikutip olel Syamsuddin Haris
{Bd.), Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demolrasi df
Indonesia, (Fakarta: LIPT, 2007), hlm. xi.
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" pemilu hanya terselenggara pada Waktu_ teﬁcatz__i_ '

dan hanya diikuti oleh partai politik (parpol}.

_ terfentu.’ Dengan demikian, Pemilu hanya
~komponen penting dalam demokrasi, namun
‘bukan inti utama dari demokrasi. 0
Selain itu, Bunte dan Ufen mengacu pada'{
“Dahl bahwa demokrasi tidak hanya membu--. 5o
_ tuhkan pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga: .
i -:kebebasan rakyat untuk berekspresz mengakses"f Py
informasi'publik, dan menjalankan hidup yang"-'- w
otonom. Oleh karena itulah, pada akhirnya
‘berkembang teori demokrasi liberal yang tidak -~

membatasi persoalan hanya pada proses pemilu..
Merujuk pada O'Donell dan Merkel, selanjutnya

. Bunie dan Ufen menggunakan definisi baru

demokrasi yang lebih menekankan pada kom-

ponen-komponen, meliputi adanya pemilu yang ...

bebas, nilai-nilai kesetaraan, penegakan hukum,
hilangnya kekuasaan militer, meningkatnya
akuntabilitas, pluralisme politik, hak-hak sipil,
kebebasan individu dan kelompok, hingga bera-
gam kepentingan dan nilai-nilai yang diwujudkan
melalui proses yang berkesinambungan dari
artikulasi dan representasi.’ Demokrasi inilah
yvang kemudian terkategori menjadi demokrasi
liberal.

Bukti empiris menunjukkan bahwa saat ini
telah banyak muncul bentuk-bentuk demokrasi
baru, namun banya sedikit di antaranya yang
menawarkan makna demokrasi yang benar-benar
baru. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai
dua bentuk demokrasi yang berkembang, yakni
demekrasi- prosedural dan demokrasi liberal.
Kemudian, bagaimanakah dengan negara-negara
yang tidak dapat dikategorikan demokrasi liberal,
tetapi telah melewati tahap demokrasi prosedural?
Situasi yang berada di dalam ruang abu-abu
antara demokrasi prosedural dan liberal tersebut
banyak terjadi di negara-negara Asia, Afrika dan
Amerika Latin.

Ada banyak ketidalkpastian tentang
bagaimana konsep vang terletak di ‘zona
abu-abu’ antara demokrasi prosedurzl dan
liberal tersebut dikategorikan. Untuk menjawab
persoalan tersebut maka Terry Kari pertama
kall menggunakan istilah “hybrid regimes™

’Lihat halaman 5 buku ini.

* Lihat hataman 57 buku ini.




SEeNt _._bagal benmk demokrasa yanv dmias oleh Bunttw i
©dan ia juga melihat lahapan dalam proses. -
R demokras; dengan merujuk pada teort O’Donell.

n ;a'_nsw: ;rriehhat_'__' L
demo}sm‘ﬂ'sam sebagau fase - yang. dibedakan antara~

E ':_'masa transisi dan konsolidasi. Transisi. dalam_

: penvernan ini adaiah mtcrval antara bentuk satu. -

'rezlm dengan bentuk rezim yang lain, Setelah :
tran3151 belakhzr ‘maka konsohda31 demokrasz.

: -::a}can chmuial Konsohda51 ini mempakan proses_:
perubahan darl demokrasi prosedmai yang terba-’

"':'da '_mxiter Paradwm

tas hauya pada pemxlu menjadi demokrm liberal.

‘Namun, perubahan menjadi demokram liberal itu

membutuhkaa syarat bempa terpenuhmya struktur

: fonnal demolﬂ asi yang lebih liberal, akuntabei _

_ representat;f dan mudah diakses. Secara umuin,
: -pr_o_s_@s.._;;_;u._al\_an_ m_e:hb_at:kan_ 111_st1tusxon_a11sa31
pa,rtai pbiitﬂc dan sistem partai, netralisasi akior
oposns: dan ‘berperannya masyarakat sipil. ¢
Jlka mermuk pada paradigma transisi
tersebut maka secara sederhana proses demokrasi
di :Indonesia dapat dikatakan sudah masuk pada
tahap konsolidasi demokrasi. Hal ini ditandai
oleh fase transisi yang sudah usai setelah Indone-
sia menjalankan pemilu demokratis pertamanya

di tzhun 1999. Sehingga dapat dikatakan bahwa

fase iransisi Indonesia berlangsung antara 21
Mei 1998 sampai_dengan 20 Oktober 1999.
Sementara pasca kurun wakiu iersebut hingga
kini telah memasuki konsolidasi demokrasi.
Namun apakah sesederhana itu untuk membahas
proses demokrasi di Indonesia?

Dalam menganalisis demokrasi di Indonesia,
Bunte dan Ufen tidak hanya melihat dari sisi

7 Lihat buku ini, him. 7-8.
8 Lihat buku ini., hlm. 8.

o membonfﬂ r demokrasi proseduml maka }elas_"" s
' buku ni akan mehhat per_;a}anan demokrasi. o
_ Indonesm 1eb1h dalam dengantldakterbatas pada”_ ot
_ pmses pemliu S“ga Oleh karenanya peijalanan i
:'_10 tahun demokra51 d}kemas-’dqlam bk ind
: '_dengan mehhat demokrahsasa Indonesaa dan_ =
© berbagai sudut pandang yang berbedabeda.”

: 'Na.mu:ﬁ secara umim dapat terkategom menj jadi.
- empat ‘bagian, mehpun restrukturisasi institusi
- - negara, parpoi dan sistem parpol resistensi Orde -

Barp_ (Orbg) ._dan_ masyarak_at s:_px__i—__:_aon. sipil. -

Restmkturzsasz Instztusr Netmm o

.Ploses reforma31 di Indonesm tentu tldak akan

mungkm berlangsung tanpa adanya upaya
restrukturisasii institusi-institusi negara. Pembah—

an struktur mst;tum tersebut dliakukan secara

menyelumh uniuk menggant;kan nllalmmiaz yang
lekat sebagaz karakter negara otouter menjach
karakter yang berdemokrasi. Lancrkah Iangkah
dan hasil restrukturisasi 1nst1tu51 negara ini
menjadi bacrlan menarik yang dibahas secara
mendalam oleh buku te_rbitzin_ Routledge ini.
Tulisan pembuka mengenai restrukturisasi
institusi negara dituliskan oleh Patrick Ziegen-
hain, seorang akademisi ilmu polmk di Jerman.”
Ya mengangkat bagaimana peran dan pengartih
parlemen terhadap proses konsolidasi demokrasi
di Indonesia. Ziegenhain menyadari bahwa
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) telah membuat kemajuan luar biasa
dibandingkan dengan era Soeharto, di mana peran
lemnbaga legislatif saat itu sangat lemah. Perubah-
an DPR RI ditandai dengan adanya amandemen
konstitusi yang memberikan peran legislatif

? Artikel Patrick Ziegenhain berjudul “The Indonesian Legisla-
ture and Jts Impact on Democratic Consolidation” mernpakan
bab 2 bagian | dalam buku ini, him. 33~52.
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- dalam sistem pemerintahan demokratis menjadi:

"~ lebih; kuat Namun hal 1101 f:ldak berarti. bahwa

o "DPR RI kemudlan dapat dikategonkan sebaga;f_ :

w -lembaga leglslatzf yang eﬁswn dan efek*uf Pada

- kenyataannya, perubahan peran' DPR RI tidak. -
R _'._durmgz dengan kapasitas dan. kemampuamaya"‘ e
S lebih baik. H: fihat dari rendahnya"'f.
o '_'-kemampuan DPR: RI.dalam men_]alankan 'ﬁlﬁgSl-. :
L -i.'.'j....fungsmya sebagal badan le i
i funﬁm legzsia31 fung51 pengawasan dan fuﬂgm

i --representa51

Artikel “The Indones;an Le gzslature a:ud Iis_.
'Impact on Democratic Consohdaﬂon ' mengung-

kapkan kelemahan DPR RI dalam memproduksi
undanc-undang (UU) d: fmana “hasil kebljals.an

: -_hukum yang. diterbitlkan oieh ieg1s1at11 selalujauh

-dari farget yang mereka rencanakan sendiri.. Di
antara fahun 1999 dan 2004, DPR hanya mampu
memproduks; 139 undang-undang. Tidak hanya
ifu, sebagmn besar ‘atau bahkan hampir semua
rancangan undang-undang (RUU) antara tabun
1998-2006 dirumuskan oleh lembaga eksekutif,
dan bukan DPR RI. Dengan demikian terlihat
bahwa parlemen umumnya hanya bergaksi
terhadap usulan pemerintah tetapi tidak memiliki
inisiatif sén_diri. Hal ini tidak terlepas dari
kénya’saan bahwa anggota DPR tidak didukung
oleh tenaga ahli dan p}hak mtelnal maupun
ekstemal parlemen o - :

Mendukung hasxl analisis Zlecrenhain
peneliti LIPI, Lili Romli menunjukkan pula
adanya fenomena parlemen yang sama di daerah.
Jika Ziegenhain menggambarkan situasi DPR
RI di tingkat pusat yang memiliki fungsi lemah
memproduksi UU maka di daerah sebagian besar
peraturan daerah (perda) berasal dari usulan
eksekutif. Perda-perda itupun berorientasi pada
kepentingan dan upaya pemerintah daerah dalam
meningkatkan dan memperluas sumber-sumber
pendapatan guna memperbesar pendapatan ashi
daerah (PAD). 1

Selain dijalankannya fungsi legislasi,
fungsi pengawasan DPR RI tentunya menjadi
fungsi parlemen yang penting, khususnya untuk
konsolidasi demokrasi. Namun, amat disayang-
kan bahwa peran legislatif yang kritis sering
kali diartikan hanva sebagai upaya merebut

0 Lik Romli (Ed.), Dinamika Lembaga Perwalkilan Lokal,
(Jakarta: LIPT, 2002), hlm. 240241,
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gislafif, termasulc

.kekuasaan di kalangan elit pohnk, dibandmgkan i
_sebagal tmdai{an sah yang bertanggung jawab".;{. i
. dan konstruktif datam suatu sistem “checks and ~-
: -_baiances ‘Hal i ini dlperbu;mk oleh profesional- - - s
isme. 1eg;slatur yang rendah serta’ d1temukannya'_ o
:'-praknk -praktik komp31 dan politik nang oleh ~ *
-.'para :
- pengawasan: DPR mendapatkan kepercayaan
:pubhk yang renciah pula SR

geota. DPR. Dcngan demikian, fungsiﬁ

FungSI 1epresentas; oleh pariemen _]uga:'- 4

~belum terpenuhi dengan baik karend pemilu

legislatif hanya dikuasai oleh sedikit elit yang™ -
mendominasi proses seleksi calon legislatur. Aki-
batnya, anggota DPR RI biasanya merasa lebih©
bertanggung jawab kepada para pemimpin partai.
masing-masing daripada konstituen mereka. .
Struktur kelembagaan internal dan budaya politik - . .
negara saat ini masih saja ditentukan oleh tradisi-
otoriter, dan bercampur dengan nilai-nilai yang -
hanya mementingkan kepentingan individa. Oleh
karena itu, legislatif vang dipilih secara bebas .-
mulai tahun 1999 telah menjadi awal yang bary, -
tetapi masih saja mengacu pada tradisi politik:
lama yang panjang. N
Selain memperbaiki struktur eksekutif
dan legislatif di tingkat pusat, salah satu
agenda perubahan struktur penting paska krisis
1998 di Indonesia adalah desentralisasi yang
mengatur hubungan pusat dan daerah. Bunte
yang menjadi editor dalam buku ini meng-
gambarkan pelaksanaan desentralisasi tersebut
dalam ariikelnya “Indonesia’s Protracted
Decentralization: Contested Reforms and Their
Unintended Consequences”™.!! Bunte melihat
bahwa pelaksanaan desentralisasi menghadapi
persoalan pelik. Hal itu dikarenakan ketiadaan
kerangka afuran hukum vang kuat, desentralisasi
kemudian menjadi suatu proses berlarut-larut
di mana politisi dan birokrat mendahulukan
kepentingan individu/kelompoknya di atas
kepentingan reformasi. Dampaknya, octorifas
negara menjadi pertarungan antara kepentingan
di tingkat pusat dan daerah. Tidak hanya itu,
dampak negatif juga diutarakan oleh sumber
lain bahwa apabila desentralisasi berjalan tanpa
pengelolaan yang baik maka dapat menambah
fenomena disintegrasi dan menumbuhkan sikap
otonomi yang berlebihan. Oleh karena itu,

" Lihat buku ini, him. 102-123,




”ﬂg pela}/anan' mermtahaﬂ B A BN

balam upaya untuk membenkan kontrol ter—

R ”hada'p pemermtah daerah maka undan«r—undancr -

baru diterbitkan untuk membenkan leblh banyak
: '-kekuatan pusat untuk. campur ‘tangan. dalam
urusan daerah, Mesklpun telah dilakukan perubah—

~ ‘an-perubahan, hal itu tidak banyak mengubah

"kelemahan. yang terlanjur dabentuk oleh sistem
desentrahsam Melemahnya kekuatan negara
' Indones1a berasal dari re- orgamsam Janngan pa-
' mmomai di- tmgkat lokal, ‘permainan kekuasaan
d1 imgkat lokal, dan mobilisasi identitas etnis dan
agama. Namun, dengan dﬂakukannya konsolidasi
a_nt_apf_:l;te pusat, regional, dan lokal maka konflik
ini semakin berkurang dalam beberapa tahun
| terakhlr
Pemei ntah dael ah memang telah mendapat~
kan otonomi dari pemerintah pusat, namun hal

ini telah berdampak negatif dengan terbentuknya,

kelompok elite-clite lokal barn. Dominasi
jaringan oligarkis atas proses politik yang begitu
meluas membuat banyak pengamat skeptis bahwa
pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun
2004 akan mengakibatkan perubahan yang

2 A, Yani Wahid dan A. Bakir Ihsan, SBY dan Resolusi Konflik,
(Jakarta: Relawan Bangsa, 2004), hlm. 256.

13 Syamsuddin Haris (Ed.), Desentralisasi, Demolratisasi dan
Akuntabilitay Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Asosiasi Hmu
Politik Indonesia dan Partnership for Governance Reform in
Indonesia, 2002), him. 21.

SR 1 ﬁﬁntuk muataﬁ'peraturan daefah tentang berbagal :
o oobi .

-meras' bel Jas telah menomma51kan képala
. ‘daerah  pada masa pem;hhan 18

Mletzner pun memlhkl anahsxs serupa. '

_.dengan apa yang. dmrgumentasﬂ{an oleh Hans
tersebut. Ia -
: 'dnkuti secara eksklusif oleh birokrat dan pe-
: .norusaha Laya yang pada dasamya te}ah terbentuk
_sejak Orba Hal .itu. terJad1 karena parpol tldak

Ia _meilhat bahwa umumnya pilkada

pernah menammkan kadernya sendiri ke daiam

/i pllkada melamkan membuka lelang- bagx para
.eht lokai yang. tertarik meng1kut1 pxlkada dan

mampu mendanal parpol Situasi ini tentu
telah mengurangl nilaj posmf bahwa pllkada
tefah menjadi langkah baru bagi rakyat untuk
menentukan pemimpinnya sendiri.

Meski-dirundung persoalan, rakyat tetap
menjadi penentu dalam pilkada. Tidak jarang
rakyat menggunakan kekuatannya untuk tidak
memilih kandidat yang merupakan pemain

politik lama yang tidak populer dan dinilai . .

tidak berkompeten. Mereka kemudian lebih
memilih teknokrat dengan rekam jejak vang
terbukti mampu menjalankan pemerintahan lokal
yang efekiif. Kekalahan dari beberapa pemain
politik incumbents dalam pemilu menjadi bukti

' Lihat buku ini, him, 143.
'* Lihat buku ini, him. 124-150.

¥ Syamsuddin Haris, “Pilkada Langsung dan Dilema Penguatan
Demokrasi di Indonesia Pasca Socharto”, dalam Jurnai De-
mokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 2/Nomor 2/Desember
2004, hlm. 149,
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. : i 'bahwa pﬂkada men_;ach sangat kompeti’uf Upaya

o : -_untuk memampﬁiam hasil pilkada; dalam banyak o

~mengenai.

: parpol _ _ St
. yang .dztuliskan oleh Andaeas Ufen dan Duk

B Tom Kéduanya mehhatparpol secaraberbeda
S dimana Ufen mehha’mya secara umum dan Tomsa
o -spemﬁk hanya kepada Pariax Goiongan Karya
Lk ._(Golkax) S

'-mocratizatmn in Indonesm , Ufen’ sacara tegas

“menjelaskan bahwa parpoi dan sistern parpol di

'-'Indonessﬁa pascareforma31 memmka beberapa
-~ Kelemahan,"7 Pertama, munculnya partai dengan
-hubungan yang sangat kuat dengan presiden
sebagai pemimpin 1embaga eksekutif, dalam
hal ini yang__djmalxsud adalah Partai Demokrat
dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Gus Dur,
dan“Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) 'de'ng'aﬁ:Megawati Kedua, sistem
mtema] partai 'yang sangat otoritarian, ditandai
dengan pencamh personal ‘petinggi partai”
yang sangat kuat, bahkan mampu menghukum
dan menyingkirkan saingan-saingan politiknya.
Ketiga, dominasi politik uang yang mampu
membeli posisi pencalonan dalam pemilu. Ang-
gota'pariemen felah bertindak sebagai perantara
bagi perusahaan swasta dan pengusaha untuk
mengambil alih kursi kepemimpinan partai.
Selain ifu, para pengusaha dan perusahaan swasta
yang berhubungan dekat dengan parpol juga
mampu menentukan kebijakan dari belakang
layar parlemen.: Keempai, erost ideologi dan
platform parpol vang buruk. Kelima, menurun-
nya loyalitas pengurus dan kader kepada partai.
Keenam, hubungan kartel oleh partai, yakni
ditunjukan oleh bentukan-bentukan koalisi antar

17 Lihat buku ini, hlm, 153-175.
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L _sec' ateontas:partai—partai mempakan mmmm

S konsutuen yangjelas Dalam masym akatMmanor
B .yang reiauf homogen di Kabupaten Acram 1nlsa1- _

- nya, fragmentas,i partai tetap: tampak mencolok, -
'Pengecuahan ‘barang kali- hanya berlaku bag1 T

"'Dalain artlkel “Pohncal Parnes and De—'

:partal dan pemermiah Dan’ icetzyuh muncuhlya.';
_ cht lokal baru yang kuat 18 :

"“Terkait dengan- hubunfran ‘partai dengan:; o

' 'konstxtuen ‘Ufen 1uput mengeiaskan ‘bahwa

hubungan keduanya udaklah erat. Mesklpun

sio-kultural masyaréikat Tnamun. pada_
a1_ia1—-parta1 tldak memiliki- bz151s

partai’ dengan identifikasi kultural yang kental
seperti pada Partai Kebangknan Bangsa (PKB} e
di Kabupaten Pasuruan.'® :

Berbeda dengan Ufen, dalam artikel “Un
even Party Institutionalization, Protracted.
Transition and The Remarkable Resilience of
Golkar”, Tomsa melihat secara spesifik hanya
kepada Golkar.® Untuk ‘menjelaskan kekuatan
Golkar maka hal utama yang perhu dilihat adalah
kekuatan cabang-cabang partai-ini di seluruh
Indonesia. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari
hegemoni partai ini semasa Orba. Hingga
kini, Golkar masih mendapatkan keuntungan
dari mesin-mesin politiknya vang besar dan
tersebar di seluruh daerah. Selain itn, sumber lain
menyatakan Golkarsebagai partal incumbent me-
miliki keuntungan karena memiliki pengalaman
dan sumber dana yang lebih baik dibandingkan
partai-partai barp.”!

Pascareformasi, meskipun menurun Golkar
masih memperlihat kekuaian jaringannya
sebagai partai incumbent. Pada Pemilihan Umum
{Pemilu) 1999, Golkar mendapatkan suara besar
di wilayah luar Jawa dan Bali, di daerah-daerah
rural di mana jaringan patronase lama Orde Baru
masih berpengaruh besar. Golkar kalah di daerah-
daerah yang semangat reformasinya besar seperti
di Jakarta (11%) dan Yogyakarta (14%).%

¥ L.ihat bukuy ind, hlm. 168-166
¥ Op.cit., Syamsuddin Haris (Ed.), hlm. }4-15,
0% that buku ini, hlm. 176198,

M Kevin O'Rourke, Reformasi: The Struggle for Power in
Post-Socharto Indonesia, (New South Wales Australia: Allen
& Urwin, 2002), him. 227.

= David Bourchicr, Habibie's Intervegrnm: Reformasi, Elections,
Regionadism and The Struggle for Power, (Pasir Panjang Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 20003, him. 20.




"-._-.yangjuga_sangatbexjpengaruhbaozpartal Pemﬂ;h,.'..- '
: anprasxdex_a dan kongres nasmnai parta: menjada'-. R

S lainnya, di mana kekuatan perorangan pemimpin

"-ipartai masih’ sangat bezpengaruh terhadap 51kap o

. dan kebg akan partai s

s Res:stens; Grde Bam

Dalam’ l“uhsan-tuhsan sebelumnya telah dzse-
butkan’ beruiang kali bahwa Indonesia masxh
mengalankau sebagmn karakter negara yang
otoriter, Hal tersebut kembali dlulas secara lebih
mendalam pada bag1an “Resistance of New Order
Stalwarts” ‘dalam buku ini. Artikel’ yang ditulis
Chnstlan Chua dan Jun Honna menggambarkan
peran p__e_lgg_ku ckonomi lama dan militer dalam
strukiur politik Indonesia yang baru.

" Dalam artikel “Capitalist Consolidation,
Consolidated Capitalists”, Chua menyatakan
bahwa reformasi yang mengenalkan deregu-
lasi,. desentrahsas; dan kebebasan. ekonomi
seharusnya menjadi kabar buruk bagi para elite
ekonomi bentukan Orde Baru (Orba).” Hal itu
terjadi karena teformasi akan menyapu semua
kasepalfai‘an ekonomi dan politik yang telah
dibangun ‘oleh Rezim Soeharto.® Namun pada
kenyataannya, reformasi telah gagal melakukan
perubahan mendasar atas sirukiur ekonomi yang
dibentuk oleh Orba. Demokratisasi berakhir

3 Lihat buku ini, him. 201-225.
2 Lihat buku ini, him. 222,

. elit partai 's'ermg Kali mengubah aturan-aturan .
S "yang ada padakebuakan mereka: sendm Dengan_ :

g -fdemlkxan secara mtemal Goikar pun mengalarm :

: ..persoalan umum yang. ada pada smtem parpoi o s

¢ rangkaxan proses dan me— R

nghasﬂkan peluang baru untuk R

. konglomerai Indonesza sema}cln berkembang'. e
- guna memullhkan banyak aset yang sebelumnya S i

hilang dan untuk menutup kerugian. Hal'ini
'semakm memperkuat posisi mereka untuk dapat

: menahan ProSes-proses: reformam yang tldak

menguatungkan mereka. Namun, perubahan

. _pascareformas; tetap ada dan akhamya memeé-

ngaruhi posisi para kongiomerat tersebut. Mereka
membuiuhkan modal ganda untuk proses “lobi
pohtlk karena 1ah1rnya sistem p011t151 dan pejabat
baru pascareformasi. Banyak politisi tidak akan
berhasil menjalankan kampanye pemilunya
ianpa dukungan kevangan, kemudian mereka
akan bertindak sebagai, pendukung kongiomerat
dan bersedla menghentlkan Iangkah-langkah
reformasi yang dmsulkan oleh para pebisms
tersebut.

Jika Chua mehhat bahwa peran pelaku
ekonomi Orba dan pasca-Orba tidak berubzh
maka Honna melibat situasi yang sama di
tubuh militer Indonesia.”® Artikelnya berjudul
“From Dwifungsi to NKRI” menggambarkan
bahwa posisi militer dalam politik Indonesia telah
mengalami banyak perubahan. Perubahan itu
dimulai dari kekuatan mendominasi kebijakan di
masa Orba hingga kemampuan politik partisipatif
nasca~Orba runtuh.

Pada masa reformasi ini, masyarakat
menuntut agar militer kembali ke barak. Namun,
situasi kekuasaan sipil-militer yang seimbang di
Indonesia pasca-1998 memberikan ruang bagi
militer untuk kembali berpolitik. Hal ini ditandai

¥ Lihat bulku ini, him. 226-248.
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- dengan peran militer

Padahal selama m: mlhter yancr noi:abene adalah

ch Aééh”}?“épua, dan Timo Tunur_ 5

Honna mehhat bahwa peran tentaia dalam

: :-'pohnk pascareformas; berlangsung ‘karena

' ._'_.propaganda militer, bahwa Aceh dan Papua akan

'____:__terdzsmtewasx dan mengancamNm Selain itu,

o “ maraknya isu terorisme. sete}ah kasus 9/11.ielah

~ membuat duma mtemaswnal menekan Indonesia
' untuk mempexkuat sektor. keamanan Dengan
: _kata lam militer memxhkl peran pentmg uniuk

: E_menyelamatkan situasi keamanan negara. Halini

“membuat militer semakin memperkuat perannya

._'untuk mengambil inisiatif lebih besar dalam
~pembuatan kebgakan keamanan dan tentu saja
g -'membenkan 1mphk351 pohtlk yang 51gn1ﬁkan

Masyarakat Slpﬂ dan NBn-Slpll

‘Menurut Zaenuddm dalam buku berjudul “Pros-

pek Gerakan Oposml dalam Fra Pemerintahan
Gus Dur, Megawan terdapat tiga pilar oposisi
yang potensial berfungsi efektif dalam konsoli-
dasi demokrasi, di antaranya pers, mahasiswa,
dan masyarakat.?® Buku yang diterbitkan tabun
2009 ini pun tak luput membicarakan salah
satu dari ketiga pilar oposisi dalam demokrasi
tersebut, yakni masyarakat. Bagian pembahasan
terakhir dalam buku ini melibat sejauh mana
efeltivitas peran masvarakat sipil. dalam proses
demokratisasi di Indonesia, khususnya terkait
dengan gerakan ekstremis dan separatis,

Artikel Mikaela Nyman berjudul “Civil Socie-
ty and The Challenges of The Post-Suharto Era™
menjelaskan mengenai sitaasi dan prospek peran
masyarakat sipil dalam demokrasi di Indonesia
pasca-Orba.?” Masyarakat sipil saat ini sudah

¥ Zaenuddin H.M., Prospek Gerakan Oposisi: dalam Era
Pemerintahan Gus Duv, Megowati, {Jakara: PT Raja Grafindo
Persada, 2004), hlm. 7.

271 ihat buku ini, hlm. 251-275.
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__ng kuat sebagax pen_;aga R
.ﬁ}Negara Kesatnan Repabhk ndonf:sm (NKRD)
: :'_Q'Seiama ‘{ransisi- demokmsn yang “dinilai ‘rapuh.

et fperlu membangun masyauaka’t 51;)11 yang: kuat, o
o _hngkungan yang kondusxf terjammnya hak—hak[ S
" dan kebeb&san yang dlperiukan bagi masya:akat.

'belubah d1bandm0kan dengan s;tuam di masa-_

| rezim Soeharto, yakni’ dﬂandar;dengan adanya. .

| ruang pohtﬂ\. untuk kebebasan pers ‘dan. h1dup"-
- “dalam- keberagaman Namun masyamkat sip
*harus mampu mengatam permusuhan interna

: primordialisme, dan fragmentasi- aias beibagax;_.

sipil,-dan dikembangkannya ‘mekanisme untuk"- _5
miera}csa, konstmktlf dengan pemermtah L

Banyaknya dae;:ah rawan kekerasan mtra— o
komuﬁal atau separatis di Indonesia menmaﬂﬂdcan L
bagalmana proses. demokrahsasx bersifat sangat
terbatas .dan - sermgkah saling bertentangan: .
Meiaiul artikel berjudul “Two Sides of the'.'
Same Coin? Separatism and Democraﬂzation- o
in Post-Subarto Indonesia”, Felix Heiduk -
memperlihatkan bahwa besarnya kekuatan elit- -
politik di Jakarta serta adanya ketidakpercayaan
dan lemahnya kekuatan politik Aceh dan Papua
dapat membahayakan konsolidasi demokrasi d1
Indonesia.”*

uu Otonomx Khusus yang dasusun untuk
mengatasi beberapa kekecawaan yang meru- .
pakan akar penyebab konflik yang sedang
berlangsung, belum sepenuhnya dilaksanakan di
Aceh dan Papua. Bahkan, pendekatan ideologis
tentang NKRI masih menjadi landasan militer
untuk memamkan kekuatannya sebagai penjaga
keutuhan Indonesia. Sesuai dengan hal tersebut,
Indra]. Piliang dalam buku “Reconstruction and
Peace Building in Aceh” menyatakan bahwa se-
bagaimana dilaporkan Koalisi HAM Aceh dalam
kurun 3 talun pasca-pencabutan Daerah Operasi
Militer (DOM), 7 operasi militer di Aceh digelar.
Akibat operasi milter tersebut, paling tidak ada
4517 pelanggaran HAM dari berbagai kasus
yang terdeteksi.” Hal ini memperlihatkan bahwa
kekuatan militer masih sangat berpengaruh dalam
upaya penyelesaian konflik separatis. Padahal
Heiduk menegaskan bahwa persoalan tidak

#Lihat buku ini, him. 295-314.

¥ Indra J. Piliang, “Mengakhiri Konflik Acek”, dalam Sri
Yanuarti {Ed.), Reconstruction and Peace Building in Aceh,
{Jakarta; LIPL, 2005), him. 95,




: :---_.=Ind0nesza Hal 1tu iexbuktz dan kemampuan ar-": S
'--;:tzkei-»artlkel dalam buku 1_n1 mehhat s;tuasx o

= : ; 3151 berbeda Hal terpentmg dalam buku ini adaiah

SR uannyamengelabo' asi beragam pemam__'_' s
e _.-pentmg'dalam demokrasi di Indonesia dari aspek

: “politik,” ekonomi, sosml dan keamanan ‘Tidak

~ hanya melihat secara’ empiris, . ‘buku inijuga

: :_.menyajkan pen_]elasan ragam. teori demokrasi,

-_:.::Dengan demikian, dapat membuka pemahaman. _
-Zpembaoa_bahwa demokram memﬂxkl banyak o

-Jwa']ah an 'pemaknaan

“demokrasi yang berjalan di Indonema berkualitas
_'rendah Buku ini mengacu pada konsep “low-
quality. democrac1es” ‘yang diperkenalkan oleh
Dlamond Konsep Dmmond tersebut bermakna
suatu rezim yang memenuhi persyaratan mini-
mum negara demokratis, namun tidak memenuhi
dimenm-damenm demokrasi liberal yang ‘ideal’.
Dimensi ideal yang dimaksud di antaranya
aturan hukum, asas persamaan, demokrasi yang
cepat tanggap, tingkat akuntabilitas vertikal dan
horlzontal yang tmgg1 serta ke’oebasan sipil
yang iuas oo
Jika meruguk pada penjelasan empiris
pengaiaman Indonesia yang dipotret oleh para
penulis buku ini maka Indonesia memang
tepat-masuk ke dalam kategori negara dengan
demokrasi bekualitas rendah. Banyak penjelasan
telah memperlihatkan bahwa Indonesia pada
dasarnya telah memiliki dan menjalankan
prosedur demokrasi seperti pemilu yang kom-
petitif, desentralisasi, amandemen konstitusi
dan perangkat hukum lainnya, Namun begitu,

* Lihat halaman 146 dari buku ini,

o eiam komprehens1f buku ini Juga memxhlq .
pom pentmg yang sangat meaa;r;,k yakm bahwa_

'Indon__ ia mamh..memshka berbagal hambatan__. :
'daxi persoaian sehmgga prosedur prosedur

.;.demokras;ﬁ Indonesm Akan tetapx, Bunte. dan'.
_ i_dak_secara jelas menekankan tujuan teoritis
._dan_bukuzm yakni. apakahhanya ingin menguji
“ teoritertentu ataumenmptakan sebuah teori barw.
i -_.-'Dampaimya berbeda penuhs makaberbeda pula S
-teori yang dzgunakan Sebagai | buktl yakm mune
o culnya kategon bentuk deinok:rasx Indonesza yang
beragam dalam setiap tulisan di buku ini. Petra
'Stockman dan Felix Heiduk mengategcrikan
o --.Indonesm berkaxakter “hybrid reglmes” Marcus
2 :Mietzner menyatakan Indonema menjalankan
~ “low- quahty democrac:ies” dan semi-demokrasi,
" sementara Bunte dan Ufen menyatakan dalam
7 kemmpulannya bahwa Indonesia adaiah negara
_ -dernokra51 yang berkuahtas rendah, .

“Kelemahan teori tersebut pada dasarnya

-.merupakan suatu hal yang ‘seringkali diternui
- dan menjadl kekurangan dari jenis bukir bunga
.rampal Buku yang terdiri atas banyak penulis

dengan artikel berbeda-beda ‘memang mennhki
kecenderungan umtuk tidak koheren satu sama
lain.: Tidak hanya teori yang kurang koheren
digunakan antarpenulis, namun artikel secara
substansial dapat juga tidak memmkx kohe-
rensi, : : '

‘Selain teori, ada beberapa kelemahan yang
ditemukan dari analisis empiris buku ini. Pertama,
yakni terkait dengan koalisi yang dij elaskan oleh
Andreas Ufen dalam a:rtzkelnya ‘Penjelasannya
tersebut terbatas hanya pada situasi koalisi di
tingkat nasional sehingga jika tidak melihatnya
secara detil akan terjebak pada generalisasi atas
semua hubungan koalisi yang terbangun oleh par-
lemen. Padahal, bentuk-bentuk koalisi tersebut
berbeda antara pusat dan daerah, bahkan antara
daerah satu dengan yang lain. Meskipun struktur
kepartaian di daerah merupakan kepanjangan
tangan dari struktur partai di tingkat nasional,
partai di tingkat lokal memiliki “otonomi relatif”
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i terhadap campur tangan atau mterven81 pﬁﬂglﬂ'us ' ._ -

h menyatakan bahw_ mﬂlter tetap memﬂlkn mang :;' i
i dalar politik. Namun, . -
S jlka dltehs1k 1eb1h mendala:m maka pembahan.' L
© - untuk mengurangz peran pohtxk militer pun: telah -

_besar untuk terlibat

"dljalankan ‘Hal ini-terbukti. mlsalnya dari

. tidak: dltandatanuanmya RUU }’enangguiangan
Ty -Keadaan Bahaya yang sudah lolos di DPR -
'-____'Penode 1997-1999 oleh Presiden BJ Hablble___ '

. dan’ dl_buba_rk_a;mya.lembaga “pembina politik”
di Dirjen Sos-Pol Depdagri, Direktorat Sospol di

. tmgkat Provm51 da.n Kantor Sospol di tingkat dua

yang didominasi anggota TNI aktif pada masa
: Kepreszdenan Abdurahman Wahld RO

" Tidak hanya dua hali it secara emplrls buk:u
ini memiliki kelemahan dalam mengungkap
perkembangan suatu isu. Buku ini- terbilang
buku yang baru diterbitkan sehingga pembaca
tentunya berharap mendapatkan analisis dengan

 data-data terbaru dan lengkap. Namum, disa-
yangkan beber: apa pen}eiasan tidak ‘memenuhi
‘harapan tersebut. Hal ini terlihat dari penjelasan
mengenali situasi konflik di Aceh oleh Felix
Heiduk. Ia menyatakan bahwa Demokratisasi
Indonesia tidak membawa perdamaian di Aceh,
bahkan- sebaliknya meningkatkan kekerasan
militer di daerah itu. Heiduk juga menyatakan
bahwa UU Otonomi Khusus tidak dijalankan
dengan baik, Padahal UU Otsus itu merupakan
peluang bagi Pemerintah NAD untuk melakukan
penyesuaian struktur susunan, pembentukan
dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih
bawah sesuai dengan jiwa dan semangat serta
nilai-nilai lukur Masyarakat Aceh yang diatur
dalam peraturan daerah yang disebut Qanun.
Selain itw, hal vang paling menjanjikan bagi

3 Op.Cit., Syamsuddin Haris (Ed.), hlm.12-13.

**Indria Samego,"Perkembangan dan Prospek Hubungan Sipil-
Militer Pasca Soeharto dari Konflik menuju Konsensus”, dalam
Jumal Demokrasi dan HAM, Volume {/ Nomor 1/ Mei-Agustus
2000, hlm.7.
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o f:Memorandum of _Undel standing (MOU) atau

- kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan
- "GAM pada 15 Agustus 2005 "ang di dalamnya
- bersepakat ik melucuti senj; : ]
- militernya. 3 Den gan adanyaUU Otsus' dan MOU
* tersebut maka perdamaian di Aceh bukan lagi
b ‘banya m;mp1 sepertl yang :.dzutarakan He;duk :

:.:"m.énjadl_'daerah otcmom dan tldak_-lagl menjadl
' _._ladang konﬂzk '

-'_._Kes:mpuﬂan L i S e
‘Buku beljudul “Democratlzatmn in Post Suharto' o

Indonesm layak menjadi buku referenm politik - g
untuk melihat pengalaman -empiris Indonesm'- e

'-:men_}aiankan konsolidasi- demokrasi. Mesklpun .

memiliki kelemahan dalam beberapa hal; buku
kumpulan esai ini mampu menjelaskan komplek-
sitas demokrasi Indonesia dengan komprehensif.
Rangkaian tulisan-tulisan ini telah menjelaskan -
kegagalan dan keberhasilan reformasi di In-
donesia. Pembelajaran -dari buku ini adalah
perlunya peningkatan kapasitas pelaku de-
mokrasi, termasuk masyarakat sipil, pemerintah,
parlemen, maupun militer, untuk menjalankan
prosedur-prosedur negara demokrasi. Dengan
begitu, upaya pencapaian Indonesia atas bentuk
demokrasi yang ideal dapat terwujud.
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